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Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna
Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan
laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden adalah salah satu entitas
akuntansi di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang berkewajiban
menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah
dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan
Presiden Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016, Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan
yang sehat dalam Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan
Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga
mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020
Audited ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan mencari
solusi terbaik guna mewujudkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Tahun 2020 yang lebih berkualitas. Disamping itu Laporan Keuangan ini diharapkan
dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan
khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban
dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden serta memberikan informasi kepada manajemen untuk
pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance). e
“Jakarta, 126 April 2021
| -/« Sekretagis Dewan Pertimbangan Presiden,
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NIP"196808141995031007



Laporan Keuangan Setwantimpres Tahun 2020 Audited

Kata PEBNGANIAFR ...oocsussersimmmnssesssisimsassivivissan st resim sl anitisimsysiine i
T e T LT mm— i
Pernyataan Tanggung Jawab ..., ii
RINGKBBAN vccomivisansunsmsmmumsumsnmnusastan e miisisasssrarmsrmversimensiss 1
. Laporan Realisasi ANGgaran ..........ccceeeimummeninnnnanissnssssasseanes 4

We  INTRNCEE oo oo i o oA 6 o w0 TR R S A 5

M.  Laporan Operasional . asssinmsstamss stimmiisswisimmssmss 6
IV. Laporan Perubahan EKURS ......uvamsmmmmninasisncssosssmsses 7
V. Catatan Atas Laporan Keuangan ...........ccccccciiinininicninnnnnnnennns 8
A. Penjelasan Umum.........cccvnerisenisnssnninassnsssanssnsssnsssassssenanes 8

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran ... 17

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca ...........ccconiimnnsnmnnannnnmnnn 22

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional ................ 27

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .... 31

F. Pengungkapan Penting Lainnya .........ccccovineiiiicininicninnns 33

YL LD IO s ommsmmeinmmmts s iass s sy s ks sk ans iy 38



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
Jalan Veteran IIT No 2, Jakarta 10110, Telepon (021) 3444801, Faksimile (021) 3866850

Situs: www.wantimpres.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020 Audited yang
terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020

sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Audifed tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan

posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

__—Jakarta, 26 April 2021
S’éEreta\r;sDewan Pertimbangan Presiden,
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l. LAPORAN
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SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

324614320400 234657863200
264982158300 31.8719143.00
__ _‘_ET.E%.H]ILI] 340 7323350000
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SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

12.922.765.734,00
1.800.000.00

864.102.900.00
(630.680.650.00)

7.282.436.00

2.215.432.730,00

IASLOD |

T soa0cnnn |
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SN

12.603.128.333.00
1.900.000.00
BB4.487.346.00)

940.541.987.00

665.905.500.00
(665.505.500.00)

7.573.63500
~ 7.573,835.00

1.655.193.197.00
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SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan
DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

3.246.148.204.00 2.946.628.632.00
1.011.288.842.00 2.140.309.183.00

19.934.432.600.00 20.341.503.878.00
2.480.051.795.00 2.516.659.728,00
636.067.093.00 6.881.731.486.00
427.128.801.00 681.942.923.00

00|  35508.775.84200

47.345.125.00 23.800.237.00
11.233.030.00 28.284.954 00

 (5484T170D)

(5.484.717,00)




IV. LAPORAN
PER UBAHAN EKU'TAS Laporan Keuangan Setwantimpres Tahun 2020 Audited

SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)




Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana

Strategis

V. CATATAN ATAS
WOV AITY 'R Laporan Keuangan Setwantimpres Tahun 2020 Audited

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, Dewan
Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan
pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan

pemerintahan negara.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96
Tahun 2007, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merupakan
satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Negara yang dipimpin
oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden dan

secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Berkedudukan di Jalan Veteran Ill No.2 Jakarta, Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden mempunyai tugas memberikan dukungan

teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden.

Visi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden adalah “Sekretariat
Dewan Pertimbangan Presiden yang andal dalam memberikan
pelayanan kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka
pemberian nasehat dan pertimbangan kepada Presiden".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Sekretariat

Dewan Pertimbangan Presiden sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan penyajian informasi
yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;

2. Memberikan dukungan pelayanan ketatausahaan, perencanaan
program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,
keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan

Pertimbangan Presiden secara prima.



Pendekatan
Penyusunan
Laporan

Keuangan

Basis

Akuntansi

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, ditetapkan
tujuan strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagai
berikut:

“Tercapainya tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas
dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan

pertimbangan kepada Presiden”.
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 Audited ini merupakan laporan
yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Laporan Keuangan ini
dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAl) yaitu serangkaian
prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada

Kementerian Negara/Lembaga.

Aplikasi SAKTI merupakan apikasi yang membantu SAl dalam
menyusun laporan keuangan. Pada Aplikasi SAKTI, sistem sudah
terintegrasi antar modul mulai dari dengan adanya jurnal di
beberapa titik pengakuan jurnal secara akrual.

Modul-modul dalam SAKT! terdiri dari Modul Penganggaran
(Komitmen, Bendahara dan Pembayaran) dan Modul Pelaporan
(Aset Tetap, Persediaan dan General Ledger Pelaporan). Laporan
Keuangan yang dihasilkan meliputi LRA, Neraca, LO dan LPE.

A.3. Basis Akuntansi

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menerapkan basis
akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan
Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk
penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis
akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,
tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang
mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas
atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan
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Pendapatan-
LRA

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan.
A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui
dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar
pengukuran yang diterapkan Sekretariat Dewan Pertimbangan
Presiden dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan

adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya
ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk
memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar
sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi

kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang
rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi

terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah
mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan
akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan
keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh
Kementerian Sekretariat Negara yang merupakan entitas pelaporan
dari Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Disamping itu,
dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan

keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan

Presiden adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA
e Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
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Pendapatan-
LO

Belanja

menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah.

e Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas
Umum Negara (KUN).

e Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan
tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan
dengan pengeluaran).

e Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

e Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

e Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas
pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya
aliran masuk sumber daya ekonomi.

e Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan
tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan
dengan pengeluaran).

e Pendapatan  disajikan menurut  klasifikasi  sumber

pendapatan.

(3) Belanja

e Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

e Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

e Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,
pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban
atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).

¢ Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja
dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan
fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

11



Beban

Aset

Aset Lancar

(4)

(5)

Beban

e Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas,
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban.

e Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya
konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa.

e Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja
dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan

fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang
Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

e Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan
segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk
dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
pelaporan.

e Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan
menggunakan kurs tengah Bl pada tanggal neraca.

e |Investasi jangka pendek BLU dalam bentuk surat berharga
disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam
bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

e Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti
Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan
surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah
dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat
peristwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung
dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan
kewajiban secara jelas serta jumlahnya bias diukur

dengan andal.
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e Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat
direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan
dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.
Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang
ditentukan bedasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan
yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya

sebagai berikut:

Piutz ~ Uraian Penyisihan
Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal 0,5%
jatuh tempo
Kurang Satu bulan terhitung sejak tanggal surat 10%
Lancar Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal surat 50%
Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat 100%
Tagihan Ketiga tidak  dilakukan
pelunasan

2. Piutang telah diserahkan kepada
Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

e Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti
Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar
TPA/TGR.

e Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik
pada tanggal neraca dikalikan dengan:

a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan
pembelian;

b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi
sendiri;

c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila

diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap Aset Tetap

e Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang
dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan
publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

e Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau
harga wajar.

e Pengakuan aset tetap sesuai dengan PMK No.
181/PMK.06/2016 didasarkan pada nilai satuan minimum

13




kapitalisasi sebagai berikut:

a) sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah) untuk:
1. peralatan dan mesin; atau
2. aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan

b) sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah), untuk:
1. gedung dan bangunan, atau
2. aset tetap renovasi gedung dan bangunan.

e Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan
operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena
aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan
organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak
sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau
masa kegunaannya telah berakhir, direklasifikasi ke Aset
Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

e Aset tetap yang secara permanen  dihentikan
penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada
usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Aset Lainnya Aset Lainnya

e Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar,
aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam
Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

e Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi
dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau
diunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan
intelektual.

e Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan

dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban (6) Kewajiban
e Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi pemerintah.
e Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
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a) Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh
tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal
pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak
Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan
Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka
Panjang,dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo
dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal
pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi

berlangsung.

Ekuitas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan

kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari

ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyusutan (8) Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap
L]

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai
sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari
suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap
didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan
No. 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik
Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah;

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan
dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat
dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola
Barang untuk dilakukan penghapusan.



Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap
dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan
adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan
metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang
dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap
semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013
tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan
Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas
Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat
adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

‘Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun
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B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI
ANGGARAN

Selama periode berjalan, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
telah melaksanakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya penghematan dan
perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi
pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber

pendapatan dan jenis belanja antara lain:

3.485.280.000,00 3.268.772.000,00
29.296.502.000,00 25.313.372.000,00
69.088.000,00 520.963.000,00

Penyesuaian anggaran yang dilaksanakan antara lain berupa
penghematan dan refocusing anggaran untuk penanggulangan
wabah Covid-19, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2020.

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melaksanakan
penghematan dari pagu awal sebesar Rp32.850.870.000,00 menjadi
sebesar Rp29.103.107.000,00. Penghematan tersebut dilaksanakan
sebanyak 2 kali, yang pertama berupa pengurangan pagu belanja
Barang sebesar Rp3.531.255.000,00 dan yang kedua berupa
pengurangan pagu belanja pegawai sebesar Rp848.881.000,00.
Selain penghematan, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
juga melaksanakan Refocusing anggaran untuk penanggulangan
wabah Covid-19. Refocusing anggaran direlokasi dari pengurangan
belanja barang sebesar Rp738.896.000,00. Rincian Refocusing
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anggaran dapat dilihat pada penjelasan F tentang Pengungkapan
Penanganan Pandemi Covid-19.

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mendapatkan Tambahan
Anggaran Belanja pada belanja pegawai sebesar Rp632.373.000,00
sesuai Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n Menteri Keuangan
nomor S-260/MK.2/2020, tanggal 25 September 2020, perihal
Penetapan SABA 999.08 dari BA BUN Pengelolaan BA 999.08 ke
BA Kementerian Sekretariat Negara (BA 007) untuk Tambahan
Anggaran Belanja Pegawai TA 2020.

Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden setelah
penghematan dan Tambahan Anggaran Belanja menjadi sebesar
Rp29.103.107.000,00.

Realisasi Pendapatan B.1. Penda pata n

Rp2.888.250,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember
2020 adalah sebesar Rp2.888.250,00. Pendapatan Sekretariat Dewan

Pertimbangan Presiden terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020

Penerimaan Negara Bukan Pajak - 2.888.250,00

Perbandingan Realisasi Pendapatan
TA 2020 dan TA 2019

Penerimaan Negara Bukan Pajak 2.888.250,00 7.993.400,00 (63,87)

—
3 Jote Dot
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Penerimaan Negara Bukan Pajak Sekretariat Dewan Pertimbangan

Presiden mengalami penurunan sebesar 63,87% yang berasal dari

pendapatan pengembalian belanja barang tahun anggaran yang lalu.
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Realisasi Belanja
Negara
Rp28.262.195.188,00

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2020 adalah sebesar
Rp28.262.195.188,00 atau 97,11% dari anggaran belanja sebesar
Rp29.103.107.000,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020
adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2020

Grafik Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja

30.000.000.000,00
25.000.000.000,00
20.000.000.000,00
15.000.000.000,00
10.000.000.000,00

5.000.000.000,00 -

_
0,00
Belanja Belanja Belanja
Pegawal Barang Modal

B Anggaran ® Realisasi

Dibandingkan dengan TA 2019, realisasi belanja TA 2020 mengalami
penurunan sebesar 20,39%. Hal ini disebabkan adanya penurunan
anggaran dari Rp36.396.300.000,00 pada TA 2019 menjadi sebesar
Rp29.103.107.000,00 pada TA 2020. Perbandingan realisasi belanja TA
2020 dengan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut,
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Belanja Pegawal
Rp3.246.149.204,00

Belanja Barang
Rp24.498.211.583,00

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan TA 2019

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-
masing sebesar Rp3.246.149.204,00 dan Rp2.946.628.632,00.
Realisasi belanja pegawai TA 2020 mengalami kenaikan sebesar
10,16% dari TA 2019. Rincian Perbandingan Belanja Pegawai TA 2020
dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut,

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2020 dan TA 2019

2.684.602.204,00 2.442.997.632,00

19.983.000,00 33.073.000,00 (39,58)
541.564.000,00 470.558.000,00 15,09
e e B SRR TR k?io'“

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing
sebesar Rp24.498.211.583,00 dan Rp31.817.191.431,00. Realisasi
Belanja Barang TA 2020 mengalami penurunan sebesar 23% dari
Realisasi Belanja Barang TA 2019. Hal ini disebabkan disebabkan
adanya pengembalian belanja barang berupa Dana Operasional

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
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Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp517.834.401,00

Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019

16.744.286.047,00 15.701.123.854,00
387.383.706,00 1.209.618.228,00
1.541.043.540,00 2.257.946.259,00
3.411.618.435,00 3.427.356.143,00

2.403.104.145,00 2.339.971.718,00
636.067.099,00 6.906.804.773,00
L 625.291.389,00 25.629.544

Ptk g P ks g2 -‘_-,‘__¢-7~'o,‘- M-y
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B.5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 dan TA 2019
adalah masing-masing sebesar Rp517.834.401,00 dan
Rp735.233.900,00 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA
2020 mengalami penurunan sebesar 29,57% dari Realisasi Belanja
Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 karena adanya penghematan

anggaran.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019

59.287.400,00 -

156.166.000,00 232.053.200,00 (32,70)

70.000.001,00 4.400.000,00] 1.49091

7.697.000,00 s

26.586.000,00 498.780.700,00

BT s S
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Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,00

Belanja Dibayar di
Muka Rp44.000,00

Persediaan
Rp1.191.423.739,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Kas Lainnya dan Setara Kas
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah
tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari
UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan

adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

C.2. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka adalah pengeluaran Satker yang telah
dibayarkan dari rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu

anggaran namun barang/jasa belum diterima/dinikmati Satker.

Belanja dibayar di muka per 31 Desember 2020 berupa pembayaran
langganan Surat Kabar Digital Investor Daily untuk Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden periode November 2020 sampai dengan
Januari 2021. Atas sisa manfaat yang melebihi tahun anggaran selama
satu bulan (Januari 2021) sebesar Rp44.000,00- dicatat dalam Neraca
per 31 Desember 2021 sebagai Belanja Dibayar di Muka.

C.3. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
masing-masing adalah sebesar Rp1.191.423.739,00 dan
Rp722.224.846,00.

Persediaan merupakan jenis asset dalam bentuk barang atau
perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan
maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual,
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Peralatan dan Mesin
Rp12.922.765.734,00

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

745.046.760,00 474.645.332,00
312.354.774,00 225.759.714,00
92.923.955,00 9.704.800,00
36.368.300,00 9.667.800,00
4.729.950,00 2.447.200,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi
baik.

C.4. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2020 adalah Rp12.922.765.734,00 dan
Rp12.603.129.333,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi tambah:

Pembelian 319.636.401,00
Mutasi kurang:

Usulan Barang Rusak ke Pengelola

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020 (12.066.841.497,00)

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

a. Alat Angkutan senilai 59.287.400,00 berupa 3 unit sepeda motor dan
2 unit troli saji;

b. Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp156.166.000,00 berupa 2
unit mesin fogging, 3 unit washtafel portabel, 1 unit penghancur
kertas, 1 unit televisi, 4 unit loudspeaker, dan 1 unit bracket
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Aset Tetap Lainnya
Rp1.900.000,00

Akumulasi Penyusutai
Aset Tetap
Rp(12.066.841.497,00)

standing;
c. Alat Studio Komunikasi dan Pemancar senilai Rp70.000.001,00;
d. Alat Kedokteran dan Kesehatan senilai Rp7.597.000,00 berupa 4
unit termometer digital;
e. Komputer senilai Rp26.586.000,00.
Besaran realisasi belanja peralatan dan mesin  sebesar
Rp319.636.401,00 telah membentuk aset berupa aset tetap sebesar
Rp319.636.401,00.

C.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp1.900.000,00 dan
Rp1.900.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2020 tidak terdapat
mutasi tambah atau pun kurang atas Aset Tetap Lainnya. Rincian Aset
Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah

sebagai berikut:

C.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan
31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp(12.066.841.497,00) dan
Rp(11.664.487.347,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan
alokasi sistematis atas nilai suatu asset tetap yang disusutkan selama
masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:
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Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

sin 12.022.765.734,00 | (12.066.841.497,00)|  855.924.237,00

aset Tak Berwujud ~ C.7. Aset Tak Berwujud

Rp864.103.900,00

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp690.680.650,00

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 adalah Rp864.103.900,00 dan Rp665.905.900,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan
dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berupa software yang

digunakan untuk menunjang operasional kantor.

198.198.000,00

(690.680.650,00)
~ 173.423.250,00

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebagai
berikut:

C.8. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember
2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar
Rp690.680.650,00 dan Rp665.905.900,00. Akumulasi Penyusutan/
Amortisasi Aset Lainnya merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu
aset lannya yang disusutkan selama masa manfaat aset yang
bersangkutan. Rincian akumulasi penyusutan aset lainnya per 31

Desember 2020 adalah sebagai berikut:
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Rincian Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

864.103.900,00 | (690.680.650,00)| 173.423.250,00

 864103.900,00 | (690.680.650,00)| 173.423.250,00

Utang Kepada Pihak  C.9. Utang kepada Pihak Ketiga

Ketiga
Rp7.282.436,00

Ekuitas
Rp2.215.432.790,00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 masing-masing sebesar Rp7.282.436,00 dan
Rp7.573.635,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang
masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera
diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12
(dua belas bulan). Utang sebesar Rp7.282.436,00 merupakan tagihan
telepon pemakaian bulan Desember 2020 sebesar Rp2.628.936,00 dan
tagihan langganan TV Kabel pemakaian bulan Desember 2020
Rp4.653.500,00.

C.10. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-
masing sebesar Rp2.215.432.790,00 dan Rp1.655.193.197,00. Ekuitas
adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan

Perubahan Ekuitas.
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Pendapatan Negara
Bukan Pajak Lainnya
Rp0,00

Beban Pegawai
Rp3.246.149.204,00

Beban Persediaan
Rp1.011.289.842,00

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing
sebesar Rp3.246.149.204,00 dan Rp2.946.628.632,00. Beban Pegawai
adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan
pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS
sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali
pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban
Pegawai TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pegawai TA 2020 dan TA 2019

2684.602.204,00 | 2.442.997.632,00

19.983.000,00 33.073.00000 | (39,58)
541.564.000,00 |  470.558.000,00

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing
sebesar Rp1.011.289.842,00 dan Rp2.140.309.189,00. Beban
Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-
barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik
yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan
TA 2020 adalah sebagai berikut:
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Beban Barang dan

Jasa
Rp19.934.492.600,00

Rincian Beban Persediaan TA 2020 dan TA 2019

D.4. Beban Barang dan Jasa

677.055.217,00| 1.603.217.704,00
30336825500  438.371.335,00 (30,80)
28517.62000(  89.757.750,00 (68.23)
2.348.750,00 8.962.400,00 (73,79)

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-
masing sebesar Rp19.934.536.600,00 dan Rp20.341.503.878,00. Beban
Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa

untuk TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan TA 2019

3.919.599.597,00

1.821.094,00| (94,03)
300.680.000,00 mm.om,oa| 597
12.445.580.000,00 10058 56000000) 2373
128.473.706,00 402.238.228,00 (68,08)
204,510.000,00 807.380.000,00 (7487T)
32.790.424,00 45414.856,00 (27,80)
2.815939.312,00 2624.213.397,00 7,31
175.950.000,00 757.020.000,00 (76.78)
52.400.000,00
78.544,856,00 2

374.664.000,00
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Beban Pemeliharaan
Rp2.480.051.795,00

Beban Perjalanan
Dinas
Rp636.067.099,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing
sebesar Rp2.480.051.795,00 dan Rp2.516.659.728,00. Beban
Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan  untuk
mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam
kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk TA 2020 adalah

sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2020 dan TA 2019

2.081.717.430,00 1.633.934.508,00

134,790.715,00 283.041.212,00|  (52,38)
64.947.650,00 176.688.010,00]  (63,24)
198.596.000,00 422.996.000,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing
sebesar Rp636.067.099,00 dan Rp6.881.731.486,00. Beban tersebut
adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam
rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban
Perjalanan Dinas untuk TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan TA 2019

354.290.955,00 4.259.846.559,00 (91,68)

12.150.000,00 110.550.000,00 (89,01)
7.351.127,00 205.986.359,00 (96.,43)
104.839.573,00 814.998.907,00 (87,14)

1.515.422.948,00
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Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp427.128.901,00

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp36.112.095,00

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2020 dan TA 2019 adalah
masing-masing sebesar Rp427.128.901,00 dan Rp681.942.929,00.
Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi
sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable
assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan
Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat
ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan
Amortisasi untuk TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2020 dan TA 2019

402.354.151,00 601.179.804,00
402.354.1561,00 601.179.804,00 (33,07

24.774.750,00 80.763.125,00 (69,32)

24.774.750,00 80.763.125,00

D.8. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari
pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan
tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non
Operasional TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2020 dan TA 2019

a| 4r3as12500| 200297, 98,93

2.888.250,00

44 456.875,00

11.233.030,00

(61,64)
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Ekuitas Awal
Rp1.655.193.198,00

Defisit LO
Rp(27.699.067.346,00)

Koreksi yang
Menambah/
Mengurangi Ekuitas
Rp0,00

Transaksi Antar Entitas
Rp28.259.306.938,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal
Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-
masing sebesar Rp1.655.193.198,00 dan Rp1.678.393.193,00.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp(27.699.067.346,00) dan Rp(35.514.260.559,00) Defisit LO
merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan
operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar

biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang
berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember
2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini
berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang

bukan karena revaluasi nilai.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-
masing sebesar Rp28.259.306.938,00 dan Rp35.491.060.563,00.
Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau
lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN
maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri

dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas TA 2020

DihdmnMErlﬁlsLa!n e £ (2.888.250)
Ditagihkan ke Entitas Lain | 28262.195.188
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Kenaikan Ekuitas Rp
Rp560.239.592,00

Ekuitas Akhir
Rp2.215.143.790,00

E.5. Kenaikan / Penurunan Ekuitas

Penurunan Ekuitas 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
adalah masing-masing sebesar Rp560.239.592,00 dan
Rp(23.199.996,00)

E.6. Ekuitas Akhir
Nilai Ekuitas Akhir tanggal 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
adalah  masing-masing sebesar Rp2.215.143.790,00 dan
Rp1.655.193.197,00
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Refocusing
penanganan
Pandemi Covd-19
Rp738.896.000,00

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA
F.1 PENGUNGKAPAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Selama periode berjalan, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
dari DIPA awal.

Penyesuaian anggaran yang dilaksanakan antara lain berupa
penghematan dan refocusing anggaran untuk penanggulangan
wabah Covid-19, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun 2020.

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan Refocusing
anggaran untuk penanggulangan wabah Covid-19 yang direlokasi
dari pengurangan belanja barang sebesar Rp738.896.000,00 Rincian
Refocusing anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Anggaran untuk Penanggulangan Wabah Covid-19

::r::n ?g;a:ig::rsediaan -Penanganan e
15;“3"]3 Barang Jasa - Penanganan Pandemi Covidi e e
:::‘a:i:‘ rg:::;:;alawn dan Mesin - Penanganan 23800000100
g:::ejfn ;B;gcg) 3:;erasional - Penanganan & ionion
::rlladnel; ?;rgs% :c;n Operasional - Penanganan & i
- | 738.896.00000
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Realisasianggaran  F 2 Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun

untuk

penanggulangan 2020

Covid-19 per 31

Desember 2020 Realisasi Belanja untuk penanggulangan Covid-19 sampai dengan 31

R Rpes1 72958500 nasember 2020 sebesar Rp681.729.586,00., dari anggaran untuk
penanggulangan Covid-19 sebesar Rp686.096.000,00. Atau
mencapai 99,36%. Rincian Realisasi anggaran untuk
penanggulangan Covid-19 sampai dengan 31 Desember 2020 dapat
dilihat pada tabel berikut.



Realisasi Belanja untuk Penanggulangan Covid-19

per 31 Desember 2020

Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020

- 99,36%

F.2.1 Realisasi Belanja Barang Persediaan -
Pandemi Covid-19

Penanganan

Realisasi Belanja Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun
2020 sebesar Rp194.259.000,00 atau 99,91% dari Anggaran sebesar
Rp194.439.000,00. Rincian Realisasi Belanja Persediaan - Penangana

Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut,

Rincian Realisasi Belanja Barang Persediaan
Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2020

nummwwminmm
il . :

194.259.000,00

9.012.500,00

5.625.000,00

8.700.000,00

17.250.000,00

21.250.000,00

mmm smmmﬁ_mm

21.250.000,00

17.330.000,00

4.800.000,00

42.500.000,00

mﬂml’m mmom—ee 46.541.500,00
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F.2.2 Realisasi Belanja Barang Jasa - Penanganan Pandemi
Covid-19

Realisasi Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 202

sebesar Rp386.664.000,00 atau 99,82% dari Anggaran sebese

Rp387.357.000,00. Rincian Realisasi Belanja Jasa - Penangana

Pandemi Covid-19 adalah sebagai beikut,

Rincian Realisasi Belanja Barang Jasa -
Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2020

30.780.000,00

29.640.000,00

6.000.000,00|

6.000.000,00

6.000.000,00§

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

56.644.000,00|

6.000.000,00

6.000.000,00

130.500.000,00

7.200.000,00

3.500.000,00

4.500.000,00
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F.2.3 Realisasi Belanja Barang Operasional - Penanganan
Pandemi Covid-19

Realisasi Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-1

Tahun 2020 sebesar Rp78.544.856,00 atau 97,33% dari Anggara

sebesar Rp80.700.000,00 Rincian Realisasi Belanja Barang

Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut,

Rincian Realisasi Belanja Barang Operasional —
Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2020

21.432.966,00

19.907.965,00

16.045.975,00

21.157.950,00

F.2.4 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan
Pandemi Covid-19

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi

Covid-19 Tahun 2020 sebesar Rp22.262.000,00 atau 94,33% dari

Anggaran sebesar Rp23.600.000,00. Rincian Realisasi Modal

Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19 adalah

sebagai berikut,

Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2020

mmm-amﬂdu-h 1 - 22.262.000,00| $4,33%
7.597.000,00
6.250.000,00
WMWWMWﬁ ] 8.415.000 00
qusq. WWQWM) R
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F.2.5 Realisasi Belanja Barang Non Operasional - Penanganan
Pandemi Covid-19

Realisasi Belanja Barang Non Operasional - Penanganan

Pandemi Covid-19 Tahun 2020 sebesar Rp52.400.000,00 atau

99,24% dari Anggaran sebesar Rp52.800.000,00. Rincian Realisasi

Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19

adalah sebagai berikut,

Rincian Realisasi Belanja Barang Non Operasional — Penanganan
Pandemi Covid-19 TA 2020
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F.2. REKENING PEMERINTAH

Bagian Anggaran 007.07 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
dikelola melalui rekening bank atas nama BPG 018 Dewan
Pertimbangan Presiden pada BNI Cabang Harmoni KK Setneg
dengan nomor rekening 9894565005921000.

Dana Operasional Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Tahun
2020 dikelola melalui rekening bank atas nama BPP 018 Dewan
Pertimbangan Presiden pada BNl Cabang Harmoni KK Setneg
dengan nomor rekening 9894565005921001.

F.3. PENGUNGKAPAN LAINNYA

Berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor Nomor
199 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan
Negara Pada Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan
Presiden, Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 54 Tahun
2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kuasa Pengguna
Anggaran Pada Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan
Presiden, Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden
selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen untuk
Kegitan dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengelolaan Dana
Operasional Menteri pada Sekretariat Dewan Pertimbangan
Presiden, dan Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden
selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Penghentian dan Pengangkatan Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar pada Satuan Kerja Sekretariat Dewan

Pertimbangan Presiden, adalah:
Kuasa Pengguna Anggaran . Agus Widodo

Pejabat Pembuat Komitmen untuk

Kagiatan : AM. Adiyarto Sumardjono

Pejabat Pembuat Komitmen untuk

Pengelolaan Dana Operasional . Kris Biantoro
Menteri

Pejabat Penandatangan SPM . Uup Supendi
Bendahara Pengeluaran : Sugeng Widodo
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